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PEKAN DEPAN PEMERIN' '
AN DEPAN PEMERINTAH BERLAKUKAN PENGETATAN JAWA-BALI

Pemda DIY [kut Aturan Pembatasan, Pegawai

Siap-siap WFH

YOGYA (MERAPD- Pemda DIY nur di [ndonesin. Memang seperti

tengah menyiapkan polaksanag
instruksi pembatasan pergerakan
orang seperti yang telah disampai-
kan pada rapat Presiden Joko Wi san pergerakan or
dodo dengan para Gubernur di In-  Sekda DIY,
donesia, Rabu (6/1) sec:

"Jadi ini tadi st e ’
mendampingi Ngarso Dalem (Gu-  nya Pemda DIY giap me;

u (6/1)

pat bersama presiden, Termasuk ~ rintah pusat
para menteri dan seluruh guber-

kan d
i hari ini (7/1) sehingga dapat diru-

Untuk selanjutnya, instr
para bupati dan wali kot:
‘muskan kriteria pembatasan seperti apa

" Pemda DIY siap terkait perintah pembatasan. Namun seporti apa (pem-
batasan) yang akan kita lakukan tentu nanti kita akan bicara dengan bu-
pati dan walikota di DIY. Besok pagi pak Wagub akan memimpin rapat
bersama bupati dan walikota. Serua akan kita undang rapat,jelasnya.

Aji Kriteria p balikan kepada pemerintah
daerah masing-masing sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Instruksi
menjadi acuan, selanjutnya diserahkan ke dacrah.

" Dari unsur pegawai baik pegawai negeri maupun swasta perlu ada pem-
batasan (WFH). Tetapi semua dikembalikan ke daerah sesuai kondisi ma-
sing-masing daerah. Untuk itu (rapat) dalam rangka ‘merumuskan ini
Rarona diminta memberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan 25
Januari,! jelasnya.

‘Aji mengungkap pembatasan pergerakan tersebut belum bisa dipastikan
apakah akan dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau
Shrat Edaran (SE) seperti yang sebelumnya pada saat libur Natal dan
Tahun Baru. Hal ini akan dibicarakan pada rapat hari ini (7/1).

"Termasuk regulasi dalam bentuk apa besok kita hadirkan dari biro
hulum supaya sesuai. Mengacu kemarin di tabun baru kita ‘menggunakan
(surat) instruksi," ujarnya.

‘Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menerapkan Kkebijakan

ngetatan pembatasan pergerakan ‘masyarakat pada 11-25 Januari 2021

P ey di Pulau Jawa dan Bali merespons kasus akiif Covid-19 yang

meningkat secara eksponensial.
intah mendorong bahwa

Januari 2021 dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi,” kata
‘Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hrtarto sotolah
Rapat Terbatas Melalui "Video Conference yang dipimpin Presiden Joko
Witlodo dengan topik di Istana Negara Jakarta, Rabu.

‘Pemerintah, kata din, akan melakukan pengawasan secara ketat untuk
pelaksanaan protolcol Kesehatan 3M (memalai masker, menjaga jarak, dan |

P encuci tangan). Selain itu juga meninglatkan operast yustisi yang akan
ilaksanakan Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur TN, "Sekali lagi ini
sesuai amanat dari PP 21 Tahun 2020 (tentang PSBB) di mana mekanisme
sudah jelas yaitu sudah ada usulan daerah dan juga Menkes serta edaran
dari Mendagri," katanya.

Dengan begitu diharapkan pada 1120 Januari 2021, mobilitas di Pulaw
Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat. In ‘menambahkan pada saat

intah diharapkan sudah menyiapkan program vaksi

L0

hitigs dagket

"Dengan I ini bukan p sel vi-
tas tersebut tetap masih dijalankan dengan protokol keseha
tat,” katanya. L

yang teman-teman sampaikan tadi
wa-Hall
pembata
" ungkap
askara Aji kepada
an pada prinsip
inkan

bernur DIY, Sri Sultan HB X) ra- instruksi yang diberikan peme
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b ini dilakukan pada 11-25
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